BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat otonomi daerah adalah efisiensi dan efektifitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang ada dan pada akhirnya bernuansa pada
pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin
baik, disamping untuk memberi peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan
pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi.

Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 18 menjelaskan bahwa: ~oleh karena
negara Indonesia itu suatu eenherdestaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai
daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia dibagi
dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil.
Didalam daerah-daerah yang Dbersifat otonom (streek locale rechtgemeen
schappen) semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-
Undang”(widjaja; 2001: 2).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka daerah diberi
keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang disertai dengan
pembiayaannya. Hal ini dapat kita lihat dalam penjelasan umum UU Nomor 22
Tahun 1999 yang menyebutkan dasar pemikiran sebagai berikut:.

”Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan
keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah”.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus
menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara
adil dan merata. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, perlu adanya pemahaman
masyarakat akan pembangunan yang dirumuskan sehingga menimbulkan
kesadaran mereka untuk melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan kebutuhan dan keperluan mereka.

Keberhasilan pembangunan nasional sejak jaman Orde Baru memang

cukup menggembirakan. Sisi-sisi lain keberhasilan ini antara lain secara nyata



terlihat dari tingkat pertumbuhan yang tinggi, laju inflasi yang terkendali, serta
penduduk miskin menurun drastis.

Namun keberhasilan dan kepercayaan pada kecerahan serta perspektif dari
pembangunan yang dialami secara terus menerus meningkat beberapa tahun
terakhir, tiba-tiba ambruk akibat krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia
saat ini. Terpuruknya kurs rupiah membuat hasil jerih payah bangsa membangun
perekonomian selama ini seakan lenyap dalam sekejap seiring dengan terjadinya
krisis moneter, di Indonesia juga terjadi perubahan struktur di segala bidang
pemerintahan. Perubahan yang terjadi tersebut juga mempengaruhi sistem dan
mekanisme pembangunan nasional yang dilaksanakan.

Namun demikian pembangunan nasional harus tetap meliputi disegala
bidang kehidupan, baik material maupun spiritual diupayakan dapat menjamah
seluruh lapisan masyarakat mulai kelas atas hingga kelas bawah, baik di kota
maupun yang di desa. Bila kita perhatikan pada setiap pelita nampaknya sudah
dapat dirasakan adanya perubahan-perubahan yang dikatakan cukup berarti.

Di lain pihak dalam pelaksanaan pembangunan tidak berarti bahwa
pembangunan itu sepenuhnya diserahkan begitu saja kepada masyarakat, karena
negara yang sedang berkembang seperti Indonesia rasanya tidak cukup bila dalam
pelaksanaan pembangunan selalu ditangani masyarakat tanpa dukungan
pemerintah. Sebaliknya sehubungan dengan hal ini, (Siagian 1990:22)
mengungkapkan bahwa “tugas pembangunan merupakan tugas dan tanggung
jawab bersama suatu bangsa, tugas tersebut tidak memungkinkan diserahkan
kepada pemerintah saja, dengan kata lain pembangunan memerlukan kerja sama
bersama”.

Memperhatikan pendapat Siagian, maka dapat menunjukkan gambaran,
pengertian mekanisme pembangunan merupakan perpaduan yang serasi antara
kehendak pemerintah disuatu pihak dan partisipasi masyarakat dilain pihak.

Bagi bangsa Indonesia yang masyarakatnya sebagian besar berada di Desa
dengan pola hidup usaha pertanian, maka pemerataan dalam segi pembangunan
nasional perlu diarahkan ke desa.

Dalam pembangunan Desa itu sendiri pemerintah mengharapkan dapat

tercapainya desa swasembada. Desa swasembada yang diharapkan adalah desa



yang mampu berdiri sendiri sebagai landasan pembangunan untuk mengusahakan
sumber-sumber potensi yang ada. Untuk mencapai desa swasembada, jelas
pembangunan merupakan suatu sistem dan mekanisme kerja yang terpadu,
sehingga pelaksanaan pembangunan antara desa yang satu dengan yang lain
bukan merupakan suatu pelaksanaan pembangunan yang terpisah akan tetapi
merupakan suatu unit pembangunan yang terpadu.

Sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah telah meluncurkan beberapa
program pembangunan yang diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Program pembangunan tersebut akan efektif bila dapat
dipadukan dengan peran serta masyarakat hingga hasilnya akan optimal karena
pembangunan tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran
utama pembangunan maka akan sia-sia bahkan hanya menimbulkan pemborosan.

Seiring dengan pembangunan yang terus bergulir, dengan semangat dan
keinginan untuk tegak sejajar bersama Negara-negara lain di dunia, melalui
berbagai program pembangunan, harapan dan taraf rakyat ditingkat secara
bertahap dan berkelanjutan. Sebab, sesuai dengan amanat UUD 1945 sebagai
konstitusi bangsa, pembangunan dilaksanakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.

Karena kedudukan masyarakat desa adalah merupakan dasar dan landasan
kehidupan bangsa dan Negara, maka sepantasnyalah kalau titik berat
pembangunan diarahkan kepada desa dan masyarakat desa secara simultan dalam
usaha pembangunan Negara (Faisal, 1999 : 378). Suatu tindakan yang sangat tepat
apabila pemerintah dalam setiap gerak dan langkah pembangunan saat ini selalu
memperhatikan kepada pembangunan di daerah pedesaan mengingat 80%
penduduk Indonesia berada di pedesaan. Konsep dan bentuk perhatian pemerintah
terhadap pembangunan pedesaan dituangkan dalam bentuk tata aturan dengan
maksud untuk memberi arah dan bentuk pembangunan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 merupakan titik tolak
pengembangan demokrasi dari desa, memisahkan dengan tegas kedudukan kepala
desa sebagai eksekutif desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga
legislatif desa yang merupakan wahana dan sarana pelaksana demokrasi di desa.

Kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban : Memimpin penyelenggara



Pemerintahan Desa, membina kehidupan masyarakat desa membina
perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban desa, mendamaikan
perselisihan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Menurut Undang-
Undang ini tugas-tugas Kepala Desa dinyatakan bertanggung jawab kepada rakyat
desa melalui Badan Perwakilan Desa. Dengan demikian kepala desa tidak lagi
bertanggung jawab secara vertikal melainkan secara horizontal bertanggung jawab
kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa karena Kepala Desa dipilih
langsung oleh rakyat desanya.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor. 32 Tahun 2004.
Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dalam hubungannya dengan pembangunan desa, Badan Perwakilan Desa
mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
bersedia berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desanya. Sebagai
motivator dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa, Badan Perwakilan
Desa berperan dalam mengurus berbagai program proyek pembangunan
pemerintah serta mendukungnya dengan keinginan-keinginan dan pelayanan
terhadap masyarakat. Dalam melaksanakan bantuan pembangunan, pemerintah
desa dan kemampuan masyarakat bersama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD),
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang merupakan lembaga yang berfungsi
mengayomi adat-istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Desa serta membantu
terlaksananya program pembangunan dari pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan
Pemerintah dan pembangunan dimulai dengan diberlakukannya UU Nomor 22
Tahun 1999 kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. melalui
Undang-Undang tersebut Daerah dan Desa mempunyai wewenang untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta menggali potensi sumber
daya setempat, yang disertai dengan perimbangan keuangan antara pusat dan
daerah. Dalam penelitian landasan yang digunakan dalam membentuk Badan
Perwakilan Desa (BPD) adalah UU Nomor 22 Tahun 1999, karena di dalam UU



Nomor. 32 Tahun 2004 meskipun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 72 tahun
2005 yang disahkan yang menyatakan Badan Perwakilan Desa (BPD) diganti
dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetapi tidak di ikuti dengan
Peraturan Daerah (Perda), sehingga sampai saat di Desa Sumberejo masih belum
mengalami perubahan menjadi Bamudes seperti yang di isyaratkan dalam UU
No0.32 Tahun 2004.

Selanjutnya  dalam  Undang-Undang Nomor.22  Tahun 1999
memerintahkan untuk dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) yang memiliki
kedudukan yang setara sebagai mitra kerja kepala desa (pasal 94). Sedangkan
fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah: (1) mengayomi adat istiadat (2)
membuat peraturan desa (3) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
(4) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa,
meliputi pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa dan
keputusan Kepala Desa (pasal 104). Bahkan disetiap akhir tahun anggaran Kepala
Desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajiban
masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) (pasal 102). Sedangkan
menurut UU No.32 tahun 2004 pasal 209 Badan Permusyawaratan Desa
berfungsi: menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan lembaga demokratis yang
strategis. Nilai strategis Badan Perwakilan Desa (BPD) bukan karena kedudukan,
fungsi dan kewenangan yang dimiliki, tetapi juga kenyataan bahwa sebagian besar
wilayah dan penduduk indonesia berada di pedesaan. Badan Perwakilan Desa
(BPD) mempunyai peluang yang besar untuk menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat sampai tingkat aparat, guna mempengaruhi proses pembuatan
kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
menuju tatanan masyarakat dan pemerintahan yang baik (Good Society and Good
Governance).

Walaupun UU Nomor.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah
di undangkan sejak tanggal 15 Oktober 2004 dan di ikuti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 sehingga UU Nomor 22 tahun 1999 menjadi

tidak berlaku lagi namun Undang-undang baru tersebut tidak segera di ikuti juga



dengan Perda yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 32 Tahun
2004. Dengan tidak adanya Perda maka UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak segera
dilaksanakan dilapangan. Hal tersebut berakibat langsung dari peran dan fungsi
Badan Perwakilan Desa (BPD) di daerah-daerah karena berdasarkan Undang-
undang yang baru tersebut Badan Perwakilan Desa otomatis berubah menjadi
Badan Permusyawaratan Desa (Bamudes) dengan peran dan fungsi yang berbeda
pula dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) menurut UU Nomor 22 Tahun 1999.
Namun tanpa adanya Perda dari Undang-Undang yang baru Badan Perwakilan
Desa tetap menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun
1999 karena masih berada didalam masa transisi perubahan Perundang-undangan.
Meskipun telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menjadi
sangat penting bagi berubahnya status BPD menjadi Badan Permusyawaratan
Desa karena didalam Peraturan Pemerintah tetapi tidak segera diikuti dengan
Perda maka Badan Perwakilan Desa tetap menjalankan tugas, wewenang dan
fungsinya sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999. Ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2001 tentang pembentukan Badan
Perwakilan Desa (BPD) sampai dengan diundangkannya Undang-Undang No.32
Tahun 2004 masih belum dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Keberadaan Badan Perwakilan Desa adalah merupakan perwujudan dari
keinginan untuk melakukan demokrasi pada tingkat desa. Pelaksanaan demokrasi
ini diwujudkan dengan pemberian tugas pada BPD untuk menghidupkan atau
melakukan mekanisme kontrol terhadap Pemerintahan Desa, dalam hal ini Kepala
Desa dan perangkatnya. Kontrol dari BPD ini tidak hanya dilakukan pada
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa saja, tapi juga kepada
penyelenggaraan pembangunan desa.

Seperti yang kita ketahui, pembangunan desa memegang peranan penting
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, Badan
Perwakian Desa harus bisa menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi
terhadap penyelenggaraan pembangunan tersebut. Kemudian menuangkan aspirasi
masyarakat tadi dalam bentuk peraturan-peraturan yang dibuat BPD,dan BPD

berkoordinasi dengan Kepala Desa. Dan yang lebih penting lagi adalah harus



adanya kontrol dari BPD terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Kontrol ini
tentu saja tidak boleh lepas dari koridor kepentingan masyarakat.

Keberadaan BPD desa sumberejo dianggap mempunyai peranan yang
sangat penting untuk masyarakat desanya. Ini dikarenakan beberapa keberhasilan
yang telah dicapai oleh BPD desa sumberejo. Kesuksesan BPD didesa sumberejo
ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan masyarakat karena beberapa kasus yang
telah dipecahkan oleh BPD merupakan hasil dari keinginan dan laporan
masyarakat dan kemudian ditindak lanjuti secara aktif untuk dicarikan solusinya.
Berdasarkan definisi Badan Perwakilan Desa seperti yang dipaparkan
sebelumnya, maka dapat dilakukan penegasan terhadap fungsi-fungsi dari BPD
yakni baik itu sebagai lembaga legislasi desa, mengayomi masyarakat, melakukan
pengawasan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sumberejo menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi tugasnya semua saran dan
usulan masyarakat yang sangat mendesak selalu diperjuangkan oleh BPD Desa
Sumberejo, dari beberapa usulan yang disampaikan masyarakat lewat ketua Badan
Perwakilan Desa yang sangat memerlukan perhatiannya dan untuk dicarikan
solusinya.

Adapun masalah yang terjadi di Desa Sumberejo adalah:

1. Warga masyarakat Desa sumberejo menginginkan pembangunan jalan
raya atau perbaikan jalan untuk transportasi Dusun Sodung yang masih
belum maksimal dan masih belum terealisasi.

2. Masalah irigasi/pengairan yang digunakan oleh Himpunan Petani Pemakai
Air (HIPPA) dan penggunaan air untuk petani lewat sumor bor yang masih
belum maksimal.

3. Masalah air bersih PDAM, warga masyarakat desa sumberejo sangat
memerlukan air bersih PDAM untuk kebutuhan sehari-hari pada saat
musim kemarau.

Dengan keberadaan BPD beserta tugas dan peranannya di Desa seharusnya
dapat memberikan solusi dan jalan keluar untuk menyikapi aspirasi-aspirasi
masyarakat mengenai Pembangunan yang ada di Desa. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya, aspirasi-aspirasi tersebut hanya berhenti di BPD, hal ini semakin



ketidakjelasan peran dan fungsi BPD selaku mitra masyarakat sebagai penampung
aspirasi-aspirasi, mengayomi dan melakukan pengawasan dalam jalannya
pemerintahan di Desa. Ada begitu banyak masalah yang ada di Desa Sumberejo,
masih ada satu kasus yang luput dari watching (pengawasan) BPD Sumberejo
yaitu penggunaan dana pembangunan yang bersumber dari dana swadaya
masyarakat sejumlah Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Kasus ini
cukup mengemuka di desa Sumberejo karena Kepala Desa menuai reaksi keras
dari warga atas kinerjanya dalam mengelola dana ini yang dinilai warga tidak
transparan dan akuntabel.salah satu persoalan yang mengemuka berkenaan dengan
pembangunan dan arah pengalokasian dana yang dihimpun dari hasil swadaya
masyarakat setempat. Dana swadaya ini dihimpun dan dipergunakan untuk
pembiayaan pembangunan desa yang merupakan salah satu jenis sumber-sumber
pendapatan keuangan desa.

Tujuan dana swadaya tersebut dihimpun adalah menjadi sumber atau
pundi-pundi pendapatan tambahan baru untuk penyelenggaraan program
pembangunan desa. Meskipun secara kuantitatif, prosentase dana tersebut tidak
terlalu signifikan jika dikomparasikan dengan sumber keuangan lainnya, dari total
dana anggaran kemandirian desa Sumberejo tahun 2006 dengan total Rp
990.000.000 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta). Dengan rincian, Bantuan
Kabupaten Senilai Rp 106.000.000 (Seratus Enam Juta Rupiah), Bantuan Pusat
Rp 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Pendapatan Asli Desa
Rp103.000.000 (Seratus Tiga Juta Rupiah), Swadaya Rp 25.000.000 (Dua Puluh
Lima Juta Rupiah), dan lainnya Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah). Sumber Data
Dasar Profil Desa/Kelurahan: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BPMP) Kabupaten Situbondo:2006.

Ketidakjelasan dan ketidaktransparanan pengalokasian keuangan dalam
pelaksanaan pendapatan pembangunan pembangunan desa maupun untuk
anggaran rutin desa Sumberejo, mengindikasikan sebagai sumber Kkrisis dan
potensi terhadap praktek penyelewengan kekuasaan (abuse of power) dan praktek
korupsi, yang saat ini mendapat reaksi dari masyarakat desa Sumberejo dalam
bentuk mark up maupun mark down anggaran. Indikator utamanya adalah tidak

kunjung terealisasinya program-program pembangunan yang telah menjadi usulan



inisiatif masyarakat. Seperti perbaikan infrastuktur jalan, saluran irigasi pertanian
dan saluran air bersih atau PDAM ke kampung-kampung di wilayah yuridiksi
desa Sumberejo yang merupakan kebutuhan dasar yang urgen bagi masyarakat
setempat.

Posisioning sikap BPD terhadap Kepala Desa dalam kasus ini mendapat
sorotan tajam dari masyarakat. Jangan berlindung dibalik kata “mitra sejajar”,
pada saat BPD tidak mampu melakukan fungsi pengawasannya secara optimal.
Maka, bentuk “kemitraaan kritis” BPD dengan Kepala Desa yang dalam kasus ini
menjadi harapan masyarakat desa Sumberejo. Karena jika tidak dalam bingkai
kemitraan kritis tersebut, maka potensi terjadinya praktek kolusi antara BPD
dengan Kepala Desa sangat tinggi. Sumber keuangan desa yang diperoleh dari
keuangan swadaya masyarakat, dan bagaimana mekanisme pemungutan dilakukan
oleh Kepala Desa, seyogyanya menjadi concern utama pengawasan yang
dilakukan BPD sebagai bagian dari fungsi controling lembaga ini dalam
mendinamisasi jalannya Pemerintahan Desa.

Hal ini yang menjadi tuntutan masyarakat karena ketidakjelasan dan
ketidakpastian pengalokasian dana tersebut. Seharusnya masalah ini merupakan
PR (Pekerjaan Rumah) bagi BPD yang sesuai tugas, wewenang, hak dan
fungsinya selaku Badan Perwakilan Desa dan sekaligus Badan legislatif di
jalannya roda Pemerintahan Desa. Pengalokasian dana dari swadaya masyarakat
setempat seharusnya dikelola secara transparan serta dapat dipertanggung
jawabkan terhadap publik, sehingga dapat menepis semua keraguan dan dapat
memulihkan kembali krisis kepercayaan yang ada pada masyarakat kepada BPD
dan Kepala Desa setempat.

Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut, warga desa Sumberejo sangat
memerlukan penanganannya, karena ketiganya merupakan kebutuhan yang
mendasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa sumberejo.
Badan Perwakilan Desa (BPD) senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan
warga masyarakat Desa Sumberejo. Dari hasil kerjanya adalah sebagai berikut.

1. Untuk memperlancar transportasi jalan, BPD telah berusaha untuk

memperbaikinya yaitu dengan jalan makadam dengan jalan paving.
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2. Untuk memenuhi kebutuhan masalah irigasi atau pengairan yang
digunakan oleh himpunan petani pemakai air, Kepala Desa dan BPD
berusaha untuk merealisasikannya yaitu dengan cara menjalin kerja sama
dengan Dinas Pengairan Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan air
baru.

3. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih PDAM, Kepala Desa dan BPD
berusaha untuk merealisasikannya yaitu dengan cara menjalin kerja sama
agar PDAM masuk kedesa Sumberejo.

Berdasarkan uraian di atas, membuktikan bahwa BPD Desa Sumberejo
dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sangat besar
perjuangannya, hal ini di sebabkan semua usulan yang menyangkut kebutuhan
hidup orang banyak dapat di jadikan prioritas utama.

Masalah tersebut menuntut Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berfungsi
untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melakukan
pengawasan atau kontrol sehingga Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat berfungsi
dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta adanya dorongan dari
penulis untuk ikut serta memikirkan masalah tersebut, maka penelitian ini
mengambil judul "Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan

Aspirasi Masyarakat Bagi Pembangunan Desa”

B. Perumusan Masalah

Menurut Moleong (2000:62) masalah adalah suatu keadaan yang
bersumber dari hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang
membingungkan. Sedangkan menurut Surya Brata (1992:60) yang dimaksud
masalah atau permasalahan adalah adanya kesenjangan (gap) antara das sollen
dan das sein, apa perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam
kenyataan dan yang sejenis itu.

Berdasarkan uraian tersebut, masalah merupakan hambatan atau kendala
yang perlu ditanggulangi dan dicari jalan keluarnya. Dengan demikian, berdasar
latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka Perumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut:
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Bagaimana peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam melaksanakan
tugas, wewenang dan fungsinya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat
dalam melakukan pengawasan atau kontrol di Desa Sumberejo, Kecamatan
Banyuputih, Kabupaten Situbondo?

Apakah faktor-faktor kendala dan faktor Pendukung yang dihadapi Badan
Perwakilan Desa (BPD) dalam peranannya menyampaikan aspirasi

masyarakat desa bagi pembangunan Desa.

C. Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas apapun yang dilakukan seseorang pastilah mempunyai

tujuan yang hendak dicapai. Demikian juga pada semua aktivitas penelitian, maka

seseorang peneliti memiliki tujuan yang hendak dicapai yang mana tujuan

penelitian tersebut dapat dijadikan standart agar apa yang diharapkan dapat sesuai

dengan kenyataan yang dihadapi. Berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.

Untuk mendiskripsikan Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam
melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat dalam melakukan pengawasan atau kontrol bagi
pembangunan di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten
Situbondo.

Untuk mendiskripsikan faktor-faktor kendala dan faktor pendukung yang
dihadapi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam peranannya menyampaikan
aspirasi masyarakat desa dalam melakukan pengawasan atau kontrol bagi

pembangunan Desa.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan segi teoritis maupun segi praktis, diharapkan penelitian ini

dapat memberikan kontribusi yang meliputi :

1.

Bagi Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Malang, khususnya Fakultas
lImu Administrasi jurusan lImu Administrasi Publik, agar dapat memberikan
sumbangsih bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan,terutama dalam

lingkup Administrasi Publik
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2. Bagi mahasiswa, agar mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh
selama menempuh masa kuliah, terutama dalam bidang Administrasi Publik.
Yang bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan interpretasi berbagai
masalah yang dihadapi selama penelitian dan penyusunan hasil penelitian.

3. Sebagai sarana untuk memberikan data dan informasi sebagai bahan studi
untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan pengembangan variasi materi
yang lebih komplek. Disamping itu juga dapat digunakan sebagai sarana
pembanding bagi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

4. Bagi instansi terkait, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan
masukan dan pertimbangan untuk peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bagi kesejahteraan

pembangunan desa.

E. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan, penulis menyusun sistematika
pembahasan, sehingga pada akhirnya nampak secara garis besar isi dan pemikiran
dari tulisan ini. Dalam penelitian ini mencakup beberapa bab yaitu:
Bab | Pendahuluan
Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan
masalah, tujuan penelitian, konstribusi penelitian serta sistematika
pembahasan.
Bab Il Tinjauan Pustaka
Merupakan Bab Kajian Pustaka yang mengurai tentang beberapa teori yang
mendukung serta mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang
timbul serta pemecahan terhadap masalah yang ada, yaitu teori tentang
sejarah perkembangan Pemerintahan Desa, pengertian desa, pemerintahan
desa, otonomi desa, otonomi daerah serta peran Badan Perwakilan Desa
(BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat bagi pembangunan desa.
Bab 111 Metode Penelitian
Merupakan Bab Metode Penelitian yang menerangkan mengenai jenis
penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, instrument penelitian serta analisis data.
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Bab IV Hasil dan Pembahasan
Dalam Bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi
penjelasan tentang kondisi umum masyarakat, kondisi desa, peran
pemerintah Desa dan peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam
menyalurkan aspirasi masyarakat bagi pembangunan desa, dan faktor
kendala dan faktor pendukung yang dihadapi Badan Perwakilan Desa (BPD)
dalam perannya menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Bab V Penutup
Dalam Bab ini menyajikan tentang beberapa kesimpulan atau hasil
penelitian di lokasi penelitian dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti

terhadap hasil penelitian yang dilakukan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Desa
1. Sejarah dan Perkembangan Pemerintahan Desa

Menurut pasal 118 jo dan pasal 128 |.S (Undang-Undang Dasar Hindia
Belanda), penduduk asli dibiarkan dibawah pimpinan langsung dari kepala-
kepalanya sendiri. Pengaturan selanjutnya ditetapkan dalam IGOB (Inslanche
Gemeente Ordonnantie Buitengewesten) L.N 1938 No. 490 yang berlakul Januari
1939 L.N 1938 No. 681. Nama jenis dari persekutuan masyarakat asli ini adalah
persekutuan Bumi Putera (Persekutuan masyarakat asli di Jawa disebut Desa). Di
bekas Keresidenan Palembang persekutuan masyarakat asli ini di sebut Marga,
sedangkan bekas Keresidenan Bangka Belitung disebut Haminte atau Kenegerian.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Indonesia (UUD 1945) yang penjelasannya
dalam angka Il berbunyi :”Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang
lebih 250 ’zelfbesturendelandschappen dan Volksgemeenschappen® seperti Desa
di Jawa dan Bali, negeri Minangkabau, dusun dan Marga di Palembang dan
sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat
dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia
menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut dan segala
peraturan Negara mengenai Daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul
daerah tersebut.

Pengaturan secara tidak tepat dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 1965 tentang Pembentukan Desapraja atau daerah otonomi adat yang
setingkat diseluruh Indonesia. Dengan terombang-ambingnya pelaksanaan
Undang-Undang ini, Pemerintahan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan
mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 DPRDGR SS tahun 1969 tentang Tugas
dan Kewenangan Pokok Pemerintahan Marga.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini hanya mengatur Desa dari segi

Pemerintahannya, tidak mengatur perihal adat istiadat. Pengaturan adat istiadat
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diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Atas dasar dan
pertimbangan, bahwa Undang-Undang No. 5 tahun 1979, yang menyeragamkan
nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa, adalah tidak sesuai
dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui
serta menghormati hak asal-usul yang bersifat istimewa Undang-Undang ini perlu
diganti.

Penggantian Undang-Undang tidak dilakukan dengan dikeluarkannya

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam
Bab Xl ada mengatur Desa/ Marga. Dalam penjelasan umum angka 9 (1)
disebutkan tentang pemeriksaan Desa:
Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah Desa atau yang nama lain sebagai
satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak
asal usul bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18
UUD 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa
adalah  keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat. Menurut perumusan tersebut, UU No 22 tahun 1999
tersebut mengisyaratkan dan menghendaki, bahwa Pemerintahan Desa
(berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 1979) diganti dengan Pemerintahan
Marga lebih besar kesempatan untuk mencapai kemajuan masyarakatnya dari
pada Pemerintahan Desa.

Dengan demikian cukup jelas, bahwa jalan yang ditempuh dalam
melaksanakan Undang-Undang No 22 tahun 1999 khusus mengenai Pemerintahan
Desa, jiwa dan semangatnya dikembalikan dan dilandasi oleh hak asal usul dan
adat istiadat Pemerintahan Marga, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi
yang hidup dan berkembang dewasa ini. Dengan jalan ini, selain memenuhi apa
yang dikehendaki oleh Undang-Undang tersebut, juga membuka kemungkinan
untuk membawa masyarakat setempat kearah kemajuan yang dicita-citakan.

Dalam melaksanakan demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dimulai dengan diberlakukannya UU Nomor 22
Tahun 1999 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004. melalui Undang-Undang tersebut daerah dan desa mempunyai wewenang
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untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta menggali potensi
sumber daya setempat, yang disertai dengan perimbangan keuangan antara pusat
dan daerah

Sejarah dan perkembangan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda.

Pasal 118 jo Pasal 128 I.S. yaitu Undang-Undang Dasar Hindia
Belanda, penduduk negeri/asli dibisrkan di bawah langsung dari Kepala-
Kepalanya sendiri (pimpinan). Pengaturan lebih lanjut dalam 1GOB
(Inslanche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten) L.N 1938 No. 490 yang
berlaku sejak 1 Januari 1939 L.N 1938 No. 681. Nama jenis dari
persekutuan masyarakat asli ini adalah persekutuan Bumi Putera
(Persekutuan masyarakat asli di Jawa disebut Desa). Di bekas Keresidenan
Palembang persekutuan masyarakat asli ini di sebut Marga, sedangkan
bekas Keresidenan Bangka Belitung disebut Haminte atau Kenegerian

2. Masa awal Kemerdekaan

Sewaktu awal kemerdekaan Pemerintahan Marga terdapat dalam Pasal
18 Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut diatur dalam penjelasan
angka Il

3. Selanjutnya, ditetapkan UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Undang-Undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk,
suasana dan kedudukan Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengatur
Desa dari segi Pemerintahannya, berbeda dengan Pemerintahan Marga
disamping mengatur Pemerintahan juga mengatur adat istiadat.

4. Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang No 5 tahun 1979 adalah
tidak susuai dengan jiwa UUD 1945, dan perlunya mengakui serta
menghormati hak asal usul yang bersifat sementara, sehingga perlu diganti/
dicabut penggantian Undang-Undang ini dengan dikeluarkan UU No 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana yang di dalamnya ada
yang mengatur tentang Desa.

5. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
melalui Undang-Undang tersebut daerah dan desa mempunyai wewenang

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta menggali
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potensi sumber daya setempat, yang disertai dengan perimbangan keuangan

antara pusat dan daerah.

2. Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di Daerah Kabupaten (Widjaja, 2002 :65). Sehubungan dengan desa ini
dikatakan oleh Hicks (dalam Sutarto, 1983:12), bahwa desa merupakan organisasi
formal ini dikatakan lebih lanjut oleh hicks :

”Mempunyai struktur yang dinyatakan dengan baik yang dapat
menggambarkan hubungan-hubungan wewenang kekuasaan, akuntabilitas,
tanggung jawab. Struktur dapat juga menunjukkan saluran melalui aliran
hubungan. Organisasi formal mempunyai perincian pekerjaan yang jelas
bagi tiap-tiap anggotanya. Jenjang organisasi dapat dinyatakan dengan
tegas, dan keanggotaan dalam organisasi formal diperoleh dengan sadar,
pada waktu tertentu dan biasanya terbuka”.

Pengertian Desa apabila ditinjau dari segi sosial budaya adalah komunitas
dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik
dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara
langsung pada alam. Dengan demikian desa setidaknya memuat beberapa ciri
berikut:

Adanya suatu wilayah yang didefinisikan dengan adanya batas-batas
teritoril yang jelas.

1. Adanya sekumpulan orang yang bertempat tinggal di daerahnya yang
dimaksud dan menempatkan wilayah tempat tinggal tersebut sebagai
“wilayah merdeka”.

2. Adanya ikatan dengan dasar yang beragam dan luas, seperti:

kebutuhan akan rasa aman bersama, hubungan darah (satu nenek

moyang),dan nilai-nilai sosial bersama yang dibangun bersama dari
pengalaman hidup bersama.

Mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusannya mereka sendiri.

4. Mempunyai harta benda, kekayaan desa.

(Tim Lappera, 2003:3)

w

Sedangkan pengertian desa apabila ditinjau dari segi politik dan hukum
adalah suatu organisasi pemirantahan atau organisasi kekuasaan yang secara

politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara.
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_ Depgan sudut pandang ini maka desa dapat dipilah dalam beberapa unsur
penting yaitu:

1. Adanya orang-orang atau kelompok orang;

2. Adanya pihak-pihak yang menjadi “penguasa” atau pemipin

(pengambil keputusan);

3. Adanya organisasi (Badan) penyelenggara kekuasaan;

4. Adanya mekanisme, tata aturan dan nilai, yang menjadi landasan

dalam proses pengambilan keputusan

Sumber: Tim Lappera, 2003: 5

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah
Kabupaten. Ini berarti Desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang
berada didalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah NKRI.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
pedoman umum tentang pengaturan desa, pemerintah desa adalah kegiatan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan
Desa (BPD). Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dalam Pemerintahan Desa ini terjadi pemisahan kekuasaan antara fungsi
legislasi dan yang dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dan fungsi
eksekutif yang dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu dengan Perangkat
Desa. Dengan adanya pemisahan ini bererti kedudukan antara Kepala Desa
dengan Badan Perwakilan Desa adalah sejajar dan keduanya merupakan mitra
kerja dalam menjalankan Pemerintahan Desa.

Perbedaan antara Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Musyawarah
Desa (LMD),dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Dilihat dari
Kedudukan:

1. BPD adalah Lembaga perwakilan yang setara dengan Kepala Desa. Ketua

BPD dipilih oleh anggota.

2. LMD adalah Lembaga Musyawarah dibawah kendali Kepala Desa sebagai
ketua umum LMD,sedangkan

3. Pengurus LKMD dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang
mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka

pemberdayaan masyarakat.
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Dilihat dari Fungsinya:

1. Badan Perwakilan Desa adalah sebagai Legislasi, melakukan pengawasan,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan pengayom adat-
istiadat.

2. LMD adalah Musyawarah (legislasi),menyerap serta menyalurkan
aspirasi masyarakat.

3. Sedangkan LKMD adalah menyusun rencana pembangunan yang
partisipatif, menggerakkan swadaya masyarakat, dan melaksanakan dan
mengendalikan pembangunan dan LKMD sendiri adalah wadah yang
dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Desa dan
Pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan
Sehubungan dengan pernyataan di atas, maka organisasi Pemerintah Desa

terlukis didalamnya masing-masing tugas dan fungsi dari aparatur desa sebagai
pelaksana Pemerintah Desa. Pelaksanaan tugas yang oleh Sondang P Siagian
(1987:64), disebut sebagai pelaksana kegiatan operasional merupakan bagian dari
pada proses organisasi yang sangat erat hubungannya dengan tujuan organisasi.
Melihat peran pelaksana tugas sedemikian penting, maka perlu diperhatikan
efektivitasnya.

Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Alasan terbentuknya desa menurut Soetardjo Kartohadi Koesoemo, yaitu :

1. Untuk hidup, yaitu mencari makan, pakaian dan perumahan,
2. Untuk mempertahankan hidup terhadap ancaman dari luar,
3. Untuk mencapai kemajuan dalam hidup,

3. Pemerintahan Desa.

Mengenai Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah
“kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan” (A.W. Widjaja, 1983 : 19). Dalam
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pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dinyatakan bahwa, Pemerintah
Desa terdiri dari :
a. Kepala Desa
b. Lembaga Musyawarah Desa (LMD)
Selanjutnya Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh
Perangkat Desa yang terdiri atas :
a. Sekretaris Desa
b. Kepala-Kepala Dusun
Dimana sekretariat terdiri dari :
a. Sekretaris Desa sebagai unsur pemimpin
b. Kepala-Kepala urusan
(Kansil, 1984 : 202-203)
Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa,
Pemerintah Desa terdiri dari:
a. Kepala Desa
b. Perangkat Desa
Perangkat Desa tersebut terdiri atas:
a. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dan Perangkat
Tata Usaha.
b. Unsur pelaksana, yaitu pelaksana tekhnis lapangan seperti Urusan Pamong
Tani Desa, dan urusan keamanan
c. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa
seperti Kepala Dusun
(A.W. Widjaja, 2003 : 47)
Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 202
menyatakan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari:
a. Kepala Desa
b. Perangkat Desa
Perangkat Desa tersebut terdiri dari:
a. Sekretaris Desa

b. Perangkat Desa lainnya
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Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 206 menyatakan
sebagai berikut:
Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa mencakup :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau
pemerintah kabupaten /kota.

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh
karena itu penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub-sistem
penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk itu di Desa dibentuk
suatu sistem Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain
yang merupakan mitra Pemerintahan Desa.

Oleh kerana itu, landasan pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

1. Keanekaragaman, memiliki makna bahwa istilah Desa disesuaikan dengan
asal-usul dan kondisi social budaya masayarakat setempat, sehigga
dimungkinkan terjadi perubahan status Desa dengan sebutan lain, seperti
Nagari, Kampong, Pekon, Huta, Bori atau Marga. Hal ini berarti pola
penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai
masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai
bersama dalam kehidupan berbagsa dan bernegara.

2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa
harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat
merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan
kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

3. Otonomi Asli, memilik makna bahwa kewenangan pemerintahan desa
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada
masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif
administrasi pemerintahan modern.

4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan
Desa harus bmengakomondasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan



22

diagregasi melalui BPD dan lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra

Pemerintahan Desa.

5. Pemberdayaan Masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan
Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan
kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat.

Mengenai pemberdayaan masyarakat dengan adanya perubahan struktur
masyarakat berdasarkan Undang-Undang, maka dengan dipertegasnya Desa
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan sosial budaya masyarakat
setempat, ini berarti terbuka peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga-
lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya
setempat. Dengan demikian lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sudah
terkontaminasi dengan budaya penyeragaman dapat dihilangkan dan disesuaikan.
Lembaga-lembaga kemasyarakatan dimaksud menurut Undang-Undang
merupakan mitra dari Pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan
masyarakat.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah terjadi
pergeseran paradigma sistem pemerintahan yang semula sentralistik menjadi
desentralistik membawa implikasi dan komitmen yang luas terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa
memiliki dampak dalam penanganan menuju otonomi desa dalam menunjang
otonomi daerah. Penguatan otonomi desa dimaksudkan sebagai salah satu upaya
strategis pemerintah untuk mensinergikan kapasitas kinerja Pemerintah Desa
dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah dan otonomi asli desa yang
dimaksud untuk:

1. Memperkuat kapasitas Pemerintah Desa dan pengurus Badan Perwakilan
Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara demokratis,
partisipasif dan transparan berdasarkan pada nilai-nilai sosial budaya
masyarakat setempat.

2. Memperkuat Pemerintahan Desa dalam mengelola keuangan desa secara

efisien, efektif, transparan dan akuntabel.



23

3. Memperkuat lembaga adat, lembaga kemasyarakatan sebagai mitra
pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Pada dasarnya, pengaturan tentang desa bertujuan untuk menjadikan desa
lebih mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada pemerintahan diatasnya.
Dengan demikian, diharapkan desa mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan
yang diinginkan, tuntutannya lebih terakomoditir dan kesejahteraan masyarakat
desa terwujud. Ada beberapa faktor yang berpengaruh untuk mencapai kondisi
tersebut diatas, antara lain bentuk desa, kondisi budaya dan sosial, aturan-aturan
didalamnya, serta keterbatasan SDM yang secara kualitas sangat beragam.

Asal-usul Desa merupakan roh yang akan membawa kemana arah
penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan dilakukan, selain itu berbagai asumsi
dan hipotesa dijadikan alasan sebagai penyebab pertimpangan tersebut seperti
halnya keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas, di sertai dengan kondisi
kultur dan sosial masyarakat pedesaan Indonesia yang sangat beragam.

Permasalahan dan penyimpangan yang terjadi diseputar masalah Desa
meskipun telah diatur sedemikian rupa melalui sebuah Undang-Undang
nampaknya belum cukup mampu untuk menyelesaikan permasalah tersebut.
Polemik seputar masalah desa telah memunculkan pemikiran untuk kembali
melihat konsepsi dasar tentang desa dimasa lalu sebagai perbandingan untuk
perbaikan dimasa sekarang dan yang akan datang, serta menyiapkan sumberdaya

aparatur desa agar mampu mengelola potensi desa.

4. Struktur Pemerintahan Desa.

Dalam Pemerintahan Desa, susunan pemerintahannya terdiri atas
Pemerintahan Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemerintahan Desa
dipimpin oleh Kepela Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa, yang bertanggung
jawab langsung pada Kepala Desa. Sedangkan Badan Perwakilan Desa (BPD)
adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang
ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat,membuat dan menetapkan
peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berikut ini
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adalah gambar struktur organisasi Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menunjukkan bahwa kedudukan Badan
Perwakilan Desa (BPD) yang menunjukkan bahwa kedudukan Badan Perwakilan
Desa adalah sejajar dengan Kepela Desa dengan garis penghubung yang

menunjukkan garis koordinasi dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1
Struktur Pemerintahan Desa
Menurut UU No. 22 Tahun 1999

BPD  |ae---- » Kepala Desa

Sekretaris Desa

\4

v

Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun

Keterangan :
—————————————— : Garis konsultasi : Garis komando
Sumber : Buku panduan pemberdayaan BPD

5. Otonomi Desa

Mengenai wewenang otonomi Pemerintahan Desa tidak disamakan dengan
wewenang otonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1 maupun
Tingkat 1l pada Pemerintahan Propinsi atau Kabupaten wewenang dalam
Pemerintahan Desa adalah sesuatu wewenang untuk melaksanakan hal-hal yang
telah diputuskan oleh Kepala Desa bersama rembug desa, berdasarkan ketentuan-

ketentuan atau wewenang yang diberikan melalui perintah/ petunjuk dari lembaga
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Pemerintahan yang ada diatasnya guna membina ketertiban dan kesejahteraan
rumah tangga dan masyarakat desa, memberikan pelayanan umum dan
sebagainya.

Menurut Bryant Smith dalam Dadang Juliantara (1994:17), menyatakan
bahwa : “ Dalam memberikan keleluasaan otonomi kepada Daerah pula tidak akan
menimbulkan dis integrasi dan tidak akan menurunkan derajat kewibawaan
Pemerintah Pusat”.

Berdasarkan pandangan umum dan kritik ini, timbul pemikiran perlu
memberikan kewenangan Otonomi Daerah kepada daerah seluas mungkin, dan
meletakkan fokus Otonomi Daerah. Pada tingkat wilayah paling dekat dengan
rakyat. Hal ini didasarkan kepada pemikiran, bahwa dalam pelaksanaan Otonomi
Daerah bukan hanya tersimpul makna pendewasaan pola rakyat desa dimana
terwujud peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Sebab, bagaimanapun juga
tuntutan pemerataan, tuntutan keadilan yang sering dilancarkan baik yang
menyangkut bidang ekonomi maupun politik pada akhirnya akan menjadi fokus
utama dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada pemikiran dalam
pengaturan mengenai Pemerintahan Desa mengacu pada Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 dan petunjuk pelaksanaan lainnya, pada hakikatnya efisiensi dan
efektifitas dalam penyelengaraan Pemerintah Desa dan juga untuk memberi
peluang dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan
pembangunan yang pada akhirnya dapat memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara optimal. Keberadaan Pemerintahan Desa saat ini tidak dapat
ditunda-tunda untuk berhadapan langsung dengan masyarakat dengan
memberdayakan masyarakat desa.

Landasan pemikiran Otonomi Desa dengan mendasarkan pada
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakat yang dalam kegiatan difokuskan pada visi yaitu terwujudnya otonomi
desa yang kuat untuk mendukung Otonomi Daerah dengan menjalankan misi
Otonomi Desa yaitu :

1. Mewujudkan kemandirian Pemerintahan Desa ;
2.  Mewujudkan koordinasi Badan Perwakilan Desa;
3.  Memantapkan sumber pendapatan, kekayaan dan keuangan desa;
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4. Menigkatkan peran aktif lembaga adat dan kemasyarakatan
penyelengaraan desa;

5. Mewujudkan demokratisasi, partisipasi, akuntabilitas dan transparasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mendasarkan
pada nilai masyarakat setempat.

Dalam kedudukan Desa dan Kelurahan merupakan Pemerintahan yang
terendah, maka kedudukan Pemerintahan Desa dan kelurahan merupakan
kedudukan yang strategis untuk menggerakkan masyarakat, sehingga
pemerinmtahan desa dan kelurahan selaku Pembina, pengayoman, dan pelayanan
masyarakat, sangat berperan dalam menunjang partisipasi melalui beberapa
lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Masyarakat desa sudah waktunya
menyadari akan kepentingan yang mendasar untuk bisa survive di dalam
bermasyarakat pada lingkup pedesaan, agar desa semakin terbuka dan tidak
dikatakan desa terpencil, berkembang serta dapat menjamin ketahanan masyarakat
desa di segala bidang dalam arti kepentingan warga desa harus diterjemahkan
kedalam aspirasi yang harus disalurkan secara objektif dilandasi dengan rasa
kebersamaan dan sesuai realita yang ada dimasyarakat. Peran masyarakat saat ini
betul-betul diharapkan dapat menyuarakan aspirasi desa, sehingga apa yang
menjadi keinginan masyarakat dapat terakomondasi dari wakil masyarakat desa
yang terwakili dalam Badan Perwakilan Desa.

Pilar lain yang dibutuhkan dalam penguatan otonomi desa, yaitu
masyarakat desa, melalui pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk
mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan
ketrampilan masyarakat, agar masyarakat tahu, mau dan mampu dalam
membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Menurut Prof. Selo Soemardjan (1994:15), meskipun Otonomi Desa hak
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat desa yang beranekaragam tetapi secara
garis besar dapat dikemukakan beberapa hak desa yang mendasar sebagai berikut:

1. Hak rakyat atas tanah sekaligus mencakup hak atas hutan (desa)
diatasnya dan hak isi bumi yang dapat digali secara adat oleh para
penduduk desa. Berbagai macam hak desa ini dilepaskan dari tangan
desa dengan Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Kehutanan dan
Undang-Undang Pokok Pertambangan.
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2. Hak masyarakat desa untuk bersama-sama mengatur dan mengurus

3.

kepentingan diri sendiri. Melalui rembug desa atau apapun namanya
yang lain para keluarga bersama-sama membuat peraturan atau
keputusan yang bermanfaat bagi mereka semua.

Hak Masyarakat desa untuk memilih Kepala Desa dan para
pembantunya. Hak memilih Kepala Desa menurut peraturan adat
sangat dihormati dan ditaati oleh penduduk desa yang bersangkutan.

Sedangkan kewenangan desa meliputi yaitu :

1.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum publik dan perdata. Dalam
kaitan ini Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa
mempunyai  wewenang melakukan perjanjian yang saling
menguntungkan dengan pihak lain baik swasta maupun instansi
pemerintah;

Desa memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan. Kekayaan
tersebut diantaranya menjadi sumber pendapatan desa secara
langsung, namun kekayaan tersebut juga dapat memberikan
pendapatan desa memalalui kerjasama yang saling menguntungkan
dengan pihak ketiga;

Desa dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Oleh karena itu,
Kepala Desa harus berhati-hati, cermat dan harus mendasarkan
kegiatannya pada ketentuan hukum yang berlaku termasuk dalam hal
ini Peraturan Desa. Disisi lain Kepala Desa juga dapat menuntut pihak
lain di pengadilan apabila yang menjadi haknya diganggu, dikurangi
atau dirampas secara tidak sah oleh pihak lain. Untuk melaksanakan
perbuatan hukum diatas, Kepala Desa dapat menunjuk kuasa
hukumya.

Dengan adanya pilar-pilar sebagai sarana penguatan otonomi desa, maka

dicapai sasaran yang merupakan kebijakan didalam penguatan ekonomi desa,

yaitu :

1.

2.

Terbangunnya Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa yang
mampu melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat;
Meningkatkan kapasitas Pemerintan Desa dalam pengelolaan
keuangan sehingga dapat membiayai sendiri urusan yang menjadi
kewenangannya;

Menguatkan kemitraan Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa,
lembaga adat, lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan desa;

Menguatkan kegotong-royongan, keswadayaan, solidaritas, dan
persaudaraan mesyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang

kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan

dampak dalam implementasi otonomi daerah khususnya Otonomi Desa dalam

membawa era paradigma yang sangat radikal yaitu dari sistem sentralistik ke
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desentralistik harus memerlukan kesiapan dalam arti perlu pentahapan persiapan
yang matang yang pelaksanaanya harus dengan kesungguhan dan bekerja keras
dari semua pihak mengingat masyarakat secara langsung mengontrol kegiatan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B. Otonomi Daerah

Istilah “Otonomi” secara etimologi berasal dari bahasa latin autos yang
berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Dari sudut ini kemudian beberapa
sarjana memberi arti otonomi sebagai “zetwetging” yang artinya adalah
perundangan sendiri, mengatur dan memerintah sendiri atau pemerintahan sendiri.
Selain itu Ateng Syarifuddin (1985:23) berpendapat bahwa istilah otonomi
mempunyai makna kebebasan yang terbatas atau kemandirian tetapi bukan
kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud
pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam
Undang-undang No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah Otonom adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi adalah penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi Pemerintahan.
Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan
kepada masyarakat, sedangkan tujuan dari penyerahan urusan ini adalah antara
lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, menumbuh kembangkan kemandirian daerah dan
meningkatkan kemampuan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan..

Otonomi Daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan
pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara

keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan
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pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih baik, dan
berorientasi pada pembangunan. Yang dimaksud pembangunan adalah
pembangunan dalam arti luas, meliputi segi kehidupan dan penghidupan.
Penghidupan adalah kewajiban bagi daerah untuk ikut melancarkan jalannya
pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang diterima dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Saat ini, Indonesia sedang berada ditengah-tengah transformasi dalam
hubungan antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten atau Kota yang
dulunya menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1974 hanya merupakan
kepanjangan tangan pusat di Daerah. Namun, Kini pemerintah diberi kewenangan
dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui
Undang-Undang yang baru, yakni UU No.22 Tahun 1999 dan diperbaharui
dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal
sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah.

Melalui otonomi ini maka Pemerintah memiliki peluang yang besar untuk
mendorong dan memberi motivasi untuk membangun daerah kondusif, sehingga
akan muncul kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan
daerah lain. Otonomi ini tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang
tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah
dituntut mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, kelembagaan,
ketatalaksanaan, kualitas personel (birokrat), kelayakan organisasi dan
kecanggihan administrasi.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ini, pada hakekatnya juga memberikan kewenangan dan
keleluasaan kepada daerah Kabupaten atau kota berdasarkan prinsip otonomi
seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab.

Prinsip otonomi seluas-luasnya disini dalam arti daerah diberi kewenangan
mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan
Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
Dalam hal ini daerah memiliki kewenangan membuat Kebijakan daerah untuk
memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip
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otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan
dilaksanakan berdasarkan tugas,wewenang dan kewajiban yang nyatanya telah
ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi
dan ciri khas daerah. Sedangkan prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan
dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memperdayakan
daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian

utama dari tujuan Nasional.

C. Badan Perwakilan Desa (BPD)
1. Pengertian Badan Perwakilan Desa (BPD)

Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam institusi Pemerintahan
Desa selaras dengan tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan demokratisasi
disegala lapisan kehidupan masyarakat. Kehadirannya mendapat jaminan dalam
Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui
menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan lebih dipertegas lagi melalui
keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan
mengenai desa.

Sebagai perwujudan demokratisasi di desa, maka dibentuklah Badan
Perwakilan Desa (BPD) atau yang disebut lain sesuai dengan budaya yang
berkembang di Desa yang bersangkutan. BPD adalah Badan Perwakilan Desa
yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi
mengayomi adat istiadat, membuat dan menetapkan peraturan desa, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan fungsi Badan Perwakilan Desa
Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 209 adalah Badan
Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka atau tokoh dari organisasi
sosial, politik, organisasi kemasyarakatan, kalangan adat, agama, golongan profesi
dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal didesa yang bersangkutan

dengan memperhatikan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Kedudukan Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah sejajar dan menjadi
mitra kerja Pemerintahan Desa dalam arti:

1. BPD bukan bagian dari Pemerintahan Desa.

2. Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa memiliki tanggung
jawab yang sama dalam pembangunan Desa, hanya berbeda dalam batas
kewenangan, hak, tugas serta kewajiban masing-masing.

3. Pemerintahan Desa bersama-sama Badan Perwakilan Desa membuat

dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.

2. Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari
keinginan untuk melakukan demokrasi pada tingkat Desa. Pelaksanaan demokrasi
ini diwujudkan dengan pemberian tugas pada Badan Perwakilan Desa untuk
menghidupkan atau melakukan mekanisme kontrol terhadap Pemerintahan Desa
dalam hal ini Kepala Desa dan perangkatnya. Kontrol yang dilakukan Badan
Perwakilan Desa inipun tidak boleh lepas dari koridor kepentingan
masyarakatnya. Karenanya BPD juga merupakan sarana bagi rakyat untuk
menyalurkan aspirasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Desa.

Pembentukan sekaligus penataan fungsi BPD sebagai lembaga yang relatif
baru tidak lepas dari adanya gerakan pendemokrasian sistem pengelolaan dan
penyelenggaraan kekuasaan di Daerah-Daerah, yang dalam hal ini diatur oleh
Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang
ini melakukan transformasi peran dari Pemerintahan Pusat yang sifatnya
sentralistis kearah penyelenggaraan asas desentralisasi pada Pemerintahan di
Daerah. Tujuannya antara lain untuk memberikan kesempatan daerah berkembang
menurut inisiatifnya sendiri melalui pemahaman-pemahaman potensi yang
dimilikinya. Pertimbangannya adalah bahwa Pemerintah Daerah adalah birokrasi
yang paling dekat dengan masyarakat setempat yang dipimpinnya, sehingga apa
yang menjadi kepentingan masyarakat dibanding dengan Pemerintah Pusat.

Keberadaan BPD disini dapat disejajarkan dengan parlemen desa dan

dapat berfungsi sebagai penampung berbagai aspirasi yang berkembang dalam
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masyarakat dan kemudian mengakomodikasikan serta memformulasikannya
dalam kebijakan desa dan kemudian mensosialisasikannya kepada masyarakat.
Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
di pedesaan akan sangat tergantung kepada seberapa efektif keberadaan BPD
tersebut.

Sebelumnya, kita mengenal adanya LMD vyaitu Lembaga Perwakilan
masyarakat ditingkat desa yang mempunyai fungsi legislasi, menyerap dan
menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan fungsinya tersebut, LMD seharusnya
dapat mengutamakan kepentingan publik. Namun realitanya, LMD hanyalah
digunakan sebagai alat Kepala Desa untuk memenuhi kepentingannya.
Penyelewengan-penyelewengan tugas tidak bisa dihindari karena kepala desa
disini juga merangkap menjadi ketua umum LMD. Ini menyebabkan, apa yang
menjadi kepentingan Kepala Desa dan golongannya dapat dipaksakan meskipun
tanpa persetujuan masyarakat desa. Apabila jika dilihat dari segi keanggotaannya
yang terdiri dari Kepala-kepala Dusun, pimpinan Lembaga kemasyarakatan,
pemuda masyarakat, agama, pemuda, wanita, dan lain-lain. Mereka itu ditunjuk
olen Kepala Desa dengan ataupun tanpa usulan warga masyarakat. Dengan
demikian terlihat, LMD tidak mendukung terselenggaranya demokratisasi di
pedesaan.

Demi mewujudkan demokratisasi di pedesaan, maka dibutuhkan Lembaga
Perwakilan rakyat yang benar-benar bisa menyalurkan aspirasi masyarakat dengan
mengutamakan kepentingan publik. Keanggotaannya pun harus dari masyarakat
dan dipilih oleh masyarakat sendiri. Untuk itu dilakukan penyempurnaan terhadap
Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1978, yang menyatakan bahwa di tingkat desa dibentuk LMD,
dan kemudian digantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang
menyatakan bahwa didalam Pemerintahan Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa
(BPD). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ini, dalam
pemerintahan desa tidak lagi dikenal adanya LMD, yang ada adalah Badan
Perwakilan Desa (BPD). Kedudukan, fungsi dan keanggotaan BPD berbeda
dengan LMD dapat dilihat pada tabel 1.

Berikut ini adalah perbedaan antara BPD dengan LMD
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Perbedaan antara Badan Perwakilan Desa dengan Lembaga
Musyawarah Desa

Aspek Perbedaan

Perbedaan BPD LMD

Kedudukan | Lembaga perwakilan yang | Lembaga Musyawarah dibawah
setara dengan Kepala Desa. | kendali Kepala Desa sebagai
Ketua BPD dipilih oleh | ketua umum LMD
anggota

Fungsi Legislasi, menyerap  dan | Musyawarah (legislasi),menyerap
menyalurkan aspirasi | serta dan menyalurkan aspirasi
masyarakat, pengawasan, dan | masyarakat.
pengayom adat-istiadat.

Keanggotaan | Tokoh masyarakat, agama, | Kepala-kepala dusun, pimpinan
pemuda,wanita ormas,dll yang | lembaga kenasyarakatan, pemuka
dipilh dari dan oleh rakyat | masyarakat, agama, pemuda
desa wanita dll yang ditunjuk oleh

kepala desa (dengan / atau tanpa
usulan warga

Sumber: Buku Panduan Pemberdayaan BPD tahun 2002

Dengan demikian dapat dilihat dari uraian tersbut, bahwa keberadaan
LMD telah digantikan oleh BPD dengan kedudukan, fungsi dan keanggotaannya
lebih mencerminkan demokratisasi di pedesaan. Dan yang menjadi landasan
hukum bagi pembentukan BPD ini adalah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah terutama pasal 104 dan 105, kemudian di perbaharui dengan
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terutama pasal 209 dan
210.

3. Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD)

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peranan Badan Perwakilan
Desa dalam meningkatkan peran aktif serta partisipasi masyarakat bagi
pembangunan desa, maka penulis akan kemukakan hakekat dari peranan itu
sendiri. Istilah peranan tidak lagi merupakan kata yang baru didalam
perbendaharaan Bahasa Indonesia, dimana kata ini sesuai dengan penggunaannya
sering dikaitkan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan
tugas kemasyarakatan yang diperankan baik secara individual maupun secara

kelompok.
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Menurut N. Gross W.S Masson dan A.W.M.C Eachern Explorations In
Role Analysis (New York: Wiley, 1958) dalam David Berry, dalam bukunya
tentang Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. (Terjemahan Paulus Wirutomo
1983:99), menyatakan “peranan merupakan sebagai seperangkat harapan-harapan
yang dipergunakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”. (N.
Gross W.S Masson dan A.W.M.C Eachern Explorations In Role Analysis (New
York: Wiley, 1958) Bab 4). Para ahli biasanya membedakan peranan atas dua
aspek yaitu “sebagai serangkaian harapan dan penampilan yaitu tingkah laku yang
sesungguhnya pada individu dalam menjalankan perannya” (dalam David Berry,
1983:155). Menurut Miftah Thoha (1988:10), suatu peran dirumuskan“sebagai
suatu rangkaian perilaku yang teratur yang timbul karena suatu jabatan tertentu,
atau karena adanya suatu kantor yang dikenal”. Berdasarkan ketiga pendapat
tersebut diatas. Masing-masing mengemukakan perumusan yang berbeda-beda,
tetapi pada prinsipnya pola dan sasaran yang dituju sama, dimana secara ringkas
dapat disimpulkan bahwa peranan adalah serangkaian perilaku atau penampilan
yang sesungguhnya dari individu dalam menjalankan perannya, yang timbul
karena jabatan tertentu dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam hubungannya dengan pembangunan desa, Badan Perwakilan Desa
mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
bersedia berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desanya. Sebagai
motivator dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa, Badan Perwakilan
Desa berperan dalam mengurus berbagai program proyek pembangunan
pemerintah serta mendukungnya dengan keinginan-keinginan dan pelayanan
terhadap masayarakat. Dalam melaksanakan bantuan pembangunan, Pemerintah
Desa dan kemampuan masyarakat bersama dengan BPD (Badan Perwakilan
Desa), LSM (Lembaga Swadaya Masayarakat) yang merupakan lembaga yang
berfungsi mengayomi, adat-istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat, melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Desa serta
membantu terlaksanaya program pembangunan dari Pemerintah Daerah. Disinilah
sebenarnya mulai tampak peran dijalankan oleh Badan Perwakilan Desa, yaitu
dalam melaksanakan kepentingan atau tujuan masyarakat dalam pembangunan

desa. Oleh karenanya didalam tugas sehari-hari Perangkat Desa dituntut untuk
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megadakan kontak/hubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain yang
ada.

Sebagai pelopor dalam pembangunan di desa, BPD berperan dalam
menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalam pembangunan
memelopori ide-ide dari masyarakat, misalnya dalam memanfaatkan lingkungan
desanya. Peran sebagai pelopor dalam memajukan desanya ini dapat terwujud
apabila BPD mampu megadakan komunikasi dengan masyarakat, baik
musyawarah desa, melalui penyuluhan, maupun melalui hubungan-hubungan non
formal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa BPD adalah
merupakan ujung tombak pembangunan yang mempunyai peran yang sangat
menentukan terhadap berhasilnya pembangunan desa, karena BPD merupakan
sebagai : pertama, Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup
dan berkembang di desa yang bersangkutan. Kedua, Legislasi, yaitu merumuskan
dan menetapkan Peraturan desa bersama-sama Pemerintah Desa. Ketiga,
Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan tenhadap pelaksanaan Peraturan Desa,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.

4. Kedudukan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa.
Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai kedudukan setara dengan
Kepala Desa dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam
menyelenggarakan pemerintahan di Desa. Dalam pasal 94 Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 menyatakan “di Desa dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan
Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintah Desa”. Sedangkan keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 pasal 1 butir b menegaskan bahwa:
“Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh
Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD)”. Dari kedua pernyataan
tersebut maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Badan Perwakilan
Desa bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan keduanya merupakan mitra yang

sejajar
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5. Tugas, Wewenang, Fungsi, Kewajiban dan Hak Badan Perwakilan Desa
(BPD).

1. Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

a.
b.

f.
g.

Menampung, menangani dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
Bersama dengan Kepala Desa menetapkan anggaran pendapatan dan
belanja desa;

Bersama dengan Kepala Desa menetapkan peraturan desa;

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Desa;

Melaksanakan pemilihan Kepala Desa;

Membentuk pemilihan Kepala Desa.

2. Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai fungsi yaitu:

a.

Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan
berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang
kelangsungan pembangunan;

Sebagai Badan Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan
desa bersama Pemerintah Desa;

Melakukan pengawasan, yaitu untuk menjamin pembangunan yang baik
dan bersih, pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan desa, pendapatan dan belanja desa serta kepentingan Kepala
Desa;

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan
menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau
instansi yang berwenang. Dengan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,
tercipta kinerja BPD yang aspiratif untuk terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang mencerminkan

kebutuhan dan amanat penderitaan rakyat.

3. Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai kewajiban, yaitu:

a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia Indonesia (NKRI);

b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan
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Perundang-undangan yang berlaku;
c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa;
d. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai hak yaitu:
a. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.
b. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa;
c. Meminta keterangan kepada Kepala Desa;
d. Mengadakan perubahan Rancangan peraturan desa;
e. Menetapkan peraturan tata tertib desa.

Berdasarkan atas hak yang ada pada Badan Perwakilan Desa (BPD)
tersebut jelaslah bahwa sebenarnya hak itu cukup luas untuk memungkinkan
Badan Perwakilan Desa menjalankan fungsinya sebagai unsur Pemerintah Desa
yang bidang tugasnya berada dalam kawasan legislatif. Dengan demikian hak-hak
yang cukup luas itu kemudian apabila mampu menjalankan fungsi-fungsi yang
diemban, maka kedudukan Badan Perwakilan Desa (BPD) tidaklah sekedar
sebagai alat legitimasi bagi kepala Desa tetapi keberadaannya mempunyai peran

yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

6. Struktur Badan Perwakilan Desa (BPD)

Struktur Badan Perwakilan Desa (BPD) telah tercantum dalam pasal 33
Peraturan Pemerintah (PP) No.76 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa
pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. Sedangkan wakil ketua BPD
terdiri paling banyak dua orang. Dalam pasal 34 PP Nomor 76 Tahun 2001
disebutkan pula bahwa dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh
sekretariat BPD. Sekretariat BPD ini dipimpin oleh seorang sekretaris yang
diangkat oleh kepala Desa atas persetujuan dan bukan dari perangkat desa.
Sekretariat BPD mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan rapat-rapat serta pengurusan rumah tangga dan keuangan
BPD.

Sebelunya, dalam menentukan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa

terlebih dahulu harus diadakan penyesuaian dengan cara ditentukan berdasarkan
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jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan:

Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;

a
b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;

c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;

d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;

e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.

Sumber : Keputusan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 1999, pasal 32.

Gambar 2

Struktur Organisasi Badan Perwakilan Desa (BPD)

Ketua

l

Wakil Ketua |

l

Wakil Ketua Il

Sekretaris

l

Ketua bidang
Pemerintahan dan
Ketentraman Ketertiban

Sumber : Buku Panduan BPD

l

Ketua bidang
Pembangunan
Kesejahteraan Sosial

7. Hubungan Pemerintahan Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD)

dalam menjalankan Otonomi Desa.

Seperti yang telah disebutkan, Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 maka

hubungan antara Kepala Desa dengan BPD bersifat sejajar. Disini Kepala Desa
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dan BPD berkedudukan sebagai mitra dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. Walaupun kedudukan BPD sejajar dengan Kepala Desa, namun disisi lain
adanya kepala desa yang disebutkan sebagai mitra kerja akan bertanggung jawab
kepada BPD. Baik tidaknya kerja Kepala Desa melalui laporan pertanggung
jawaban sangat tergantung dari penilaian BPD. Dengan demikian maka BPD
mempunyai kewenangan untuk menjatuhakan Kepala Desa sedangkan Kepala
Desa tidak memiliki kemampuan sebaliknya.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa hubungan BPD dengan Kepala
Desa tidak bias dikatakan sebagai sebuah mitra kerja yang sejajar karena suatu
mitra dapat dikatakan sejajar apabila memiliki kedudukan maupun kewenangan
yang sama. Oleh sebab itu hubungan BPD dengan kepala desa bukanlah sebagai
mitra melainkan hubungan kontrol dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut bentuk hubungan antara BPD
dengan Kepala Desa memiliki dua arah. Yang pertama adalah hubungan antara
Pemerintah Desa dengan BPD, yaitu:

1. Hubungan pertanggungjawaban, dimana Pemerintah Desa memberikan
pertanggungjawaban atas kerja-kerja yang dilakukan;
2. Hubungan konsultasi dan kerja sama, dimana Pemerintah Desa bisa
melakukan konsultasi dan kerja sama ;
3. Hubungan kerja, dalam hal ini membuat ketetapan bersama Kepala Desa
(membuat Peraturan Desa).
Sumber: (Tim Lappera :2003: 94)
Sedangkan yang kedua,adalah hubungan antara BPD dengan Pemerintah
Desa, yaitu:
1. Hubungan kontrol, yakni melakukan kontrol atas kerja-kerja
pemerintah;
2. Hubungan kerja, dalam hal ini Badan Perwakilan Desa menyampaikan
usulan-usulan yang merupakan rumusan dari aspirasi masyarakat.

Hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa
(BPD) dapat disebut sebagai mitra kerja yang sejajar apabila dikaitkan dengan
proses pembuatan peraturan desa, karena dalam proses tersebut apabila salah satu

pihak tidak terlibat atau tidak menyetujui tentang penetapan peraturan desa maka
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peraturan desa tersebut tidak sah secara hukum.

Mengenai kedudukan BPD sebagai lembaga legislatif dengan
peningkatan kualitas dan kuantitas optimalisasi kewenangan (hak dan
kewajiban) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Badan Perwakilan Desa
dapat melakukan tindakan sinergi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar UU No. 32 Tahun 2004 yaitu :

1. Demokratisasi;

2. Peran serta masyarakat;

3. Persatuan dan keadilan;

4. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman;

Pelaksanaan dari prinsip demokrasi pembangunan, didesa oleh BPD
menurut UU No.32 Tahun 2004 bisa berupa :

Penghormatan terhadap hak asasi manusia;

Pengakuan kemajemukan ( gender, etnik, religi dan adapt istiadat);
Kearifan dan lokal seperti adat istiadat;

Cermin Budaya dan sejarah lokal;

Semangat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;
Semangat transparansi dan akuntabilitas.

o o1 b w2

Pola hubungan kerja sama Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa
yang baik menjadi sebuah tuntutan agar pelaksanaan demokrasi yang memberi
kenyataan dan pencapaian kepentingan masyarakat desa dapat terwujud. BPD
misalnya diharapkan keberadaan yang dapat menjadi wahana yang bisa
menampung, mengartikulasi, mengakomodasi kepentingan masyarakat desa untuk
kemudahan merealisasikan dalam bentuk peraturan desa maupun menstrukturkan
kepentingan-kepentingan tersebut menjadi sebuah tindakan yang harus dijalankan
Kepala Desa. Begitu juga Kepala Desa mampu menerjemahkan aspirasi
masyarakat dan menerapkan dalam bentuk operasional pemerintahan yang
konkrit.

Membangun jaringan kerja merupakan aktif dalam pengelolaan
hubungan kerja produktif, saling mengisi dan memperkuat, baik secara individual
maupun kelembagaan. Untuk itu anggota BPD harus memiliki kemampuan antara
lain :

1. Analisa pelaku pembangunan desa. Siapa saja yang mempunyai peran
langsung atau tidak ;langsung dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa;
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2. Merangkai jalinan komunikasi dan kerja sama sinergi antar pelaku dalam
rangka mempengaruhi kebijakan pembangunan dan pelayanan umum
kerah penigkatan kesejahteraan masyarakat desa;

3. Menangkap isu-isu strategis terkait dengan kebijakan pembangunan desa
maupun daerah;

4. Menangkap permasalahan yang muncul dimasyarakat terkait dengan
proses pelaksanaan kebijakan pembangunan ;

5. Mengembangkan program kerja jaringan;

Seperti diketahui bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa dijalankan
oleh dua lembaga yang sama-sama penting yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD)
dengan Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Kedudukan dari dua
lembaga ini adalah sejajar dan bertindak sebagai mitra. Tidak ada satu diantaranya
yang lebih kuat dari yang lain sehingga tidak ada yang bisa saling menjatuhkan di

dalam Pemerintahan di Desa.

8. Badan Perwakilan Desa (BPD) menurut Undang-undang No.32 Tahun
2004.

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah
diganti dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang baru tersebut ternyata merubah bentuk Pemerintahan Desa yang
selama ini berjalan menurut UU No.22 Tahun 1999.

Walaupun UU No.32 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang yang
menggantikan Undang-undang No.22 Tahun 1999 namun keduanya memiliki
beberapa perbedaan yang cukup berarti. Perbedaan ini dapat dibandingkan pada
tabel 2.
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Perbandingan UU No.22 Tahun 1999 dengan UU No.32 Tahun 2004

UU No. 22 Tahun

UU No. 32 Tahun

No. ANALISIS IMPLIKASI
1999 2004
1 Badan Perwakilan Desa | Badan Permusyawaratan | a. Kades memiliki | Tugas Bupati
(BPD) Desa (Bamusdes) kedudukan sangat | semakin berat
kuat
b. Mempengaruhi
demokratisasi desa
c. Merebak kembali
paternalisme dan
ototarianisme
2 Dipilih  langsung dari, | Ditetapkan dengan | Akan muncul kroni-kroni | Demokratisasi
oleh dan untuk rakyat musyawarah baru bagi penguasa di | menjadi sia-sia
level desa
3 Kades bertanggung | Kades bertanggung jawab | Bupati representasi
jawab kepada rakyat | pada Bupati melalui Camat | langsung dari rakyat
melalui BPD sehingga fungsi
pengawasan pemdes di
Bupati
4 Kades  menyampaikan | Kades menyampaikan | Meskipun logika
keterangan pertanggung | keterangan demikian benar namun
jawaban pada Bupati pertanggungjawaban pada | esensi  pilkada adalah
rakyat melalui Bamudes memilih pimpinan
kabupaten tentunya
berbeda dengan
pimpinan di tingkat desa
5 Masa jabatan 2 kali 5| 6 tahun dan dapat dipilih | Aspirasi yang
tahun atau 1 kali kembali 1 kali masa | berkembang bahwa masa
10 tahun jabatan jabatan tersebut kurang
apalagi bila pemilihan
diwarnai dengan politik
uang
6 Jabatan Sekdes bukan | Jabatan Sekdes  secara | Merepotkan institusi | a. Pemborosan
PNS bertahap diangkat menjadi | desa sebab jabatan Kades anggaran
PNS kurang menarik Negara/daerah.
dibanding PNS b. Dimungkinkan
para kepala
urusan
menuntut
sebagai PNS
7 Pemda kabupaten | Tidak eksplisit bahwa | Dibutuhkan pelimpahan

sebagai fasilitator

Pemda Kabupaten adalah
fasilitator

kewenangan Bupati guna
memperkuat aparat
ditingkat wilayah

Sumber :

Hasil Loknas

Desa

dan Gerakan Amandemen UU 32 tahun 2004 Khusus
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Berdasarkan perbandingan diatas maka terlihat bahwa sekarang Badan
Perwakilan Desa (BPD) berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa
(Bamudes). Perubahan tersebut membuat BPD menurut Undang-undang No.22
Tahun 1999 kehilangan fungsi pengawasannya karena pada pasal 209 Undang-
undang No.32 Tahun 2004 tercantum fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu
menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa serta menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat.

Salah satu segi positif dari Undang-undang No.32 Tahun 2004 yang
menyangkut pemerintahan desa adalah dikembangkannya sistem pemerintahan
yang demokratis yang diwujudkan dengan adanya pemisahan kekuasaan antara
peran pemerintah desa dengan peran legislasi desa. Hal ini nampak terutama
dengan dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD). Badan Perwakilan Desa yang
dibentuk secara demokratis yaitu dipilih langsung oleh rakyat menurut pasal 105
Undang-undang No.22 Tahun 1999.

Dengan hilangnya fungsi pengawasan Badan Perwakilan Desa, maka
persoalan kewenangan Kepala Desa menjadi luar biasa besar sehingga dapat
bertindak otoriter karena tidak ada kontrol dari rakyat desa melalui Badan
Perwakilan Desa (BPD). Dalam pasal 212 ayat 5 Undang-Undang No.32 Tahun
2004 ditunjukkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola
keuangan desa. Didalam hal ini tidak ada lagi pasal yang memberi kewenangan
kepada rakyat untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan keuangan desa.

Fungsi pengawasan yang sebelumnya dimiliki oleh legislatif desa ini
berdasarkan Undang-Undang No0.32 Tahun 2004 berpindah menjadi tanggung
jawab Bupati. Hal ini muncul karena adanya perubahan mekanisme
pertanggungjawaban Kepala Desa berdasarkan UU No.32 Tahun 2004. menurut
Undang-Undang yang baru tersebut Bupati merupakan representasi langsung dari
rakyat sehingga fungsi pengawasan Pemerintah Desa dipegang oleh Bupati.

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Kepala Desa
bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan
menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
Sementara menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Kepala Desa bertanggung

jawab kepada rakyat yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya
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disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Terhadap legislatif desa
(Badan Permusyawaratan Desa), Kepala Desa hanya memberikan keterangan
laporan pertanggungjawaban. Mekanisme tersebut sama dengan sistem

pertanggungjawaban Kepala Daerah.

D. Aspirasi Masyarakat.
1. Pengertian Aspirasi

Menurut ensiklopedia Indonesia (1992:302) istilah aspirasi adalah
kemungkinan sasaran atau tujuan yang ditetapkan oleh individu sendiri dalam
usahanya untuk mencapai sesuatu. Sesuatu yang diinginkan tersebut dapat
berupa kebutuhan, keinginan serta tujuan dalam bidang ekonomi dan sosial.
Perasaan puas yang timbul karena keberhasilan dan perasaan kecewa karena
kegagalan antara lain ditetapkan oleh tinggi rendahnya aspirasi. Orang yang
aspirasinya rendah lebih cepat puas dari pada orang yang tingkat aspirasinya
lebih tinggi. Dalam mengusung aspirasi dan partisipasi masyarakat khususnya
pada perancangan kebijakan, tidak terlepas dari kinerja masyarakat dan
lembaga pendamping serta kemampuan pemerintah dan legislatif dalam
mengartikulasikan dan mengakomodasi perencanaan partisipatoris.

Masalah dalam perumusan kebijakan publik yang partisipatif tidak
dapat dijawab begitu saja tanpa dialog yang melibatkan banyak pihak dan
rujukan kasus-kasus empiris diberbagai daerah. Sehingga telaah antar pihak
yang berkenaan dengan penerapan pendekatan partisipatoris di berbagai sektor
atau program di tengah proses penumbuhan kebijakan multi skala antara
pranata Desa, Kabupaten, Kota, Propinsi dan Nasional dapat menjadi salah
satu cara untuk mengenali dan mencari solusi. Secara sistematis artinya Warga
Negara berhak untuk menentukan kebijakan publik (kepentingan umum).
Tentunya untuk kepentingan-kepentingan yang bermakna, dipaparkan juga
hal-hal yang di capai melalui proses partisipasi, yaitu: (1) Rekonstruksi
Institusi Negara, dengan partisipasi masyarakat Lembaga-lembaga Negara
bisa menjadi efektif dan lebih efisien, serta akuntabel, (2) Mendorong budaya
politik ke arah bottom-up, (3) Proses ini bisa menata hubungan kekuasaan

kepada masyarakat dengan memberi kesempatan kepada semua unsur
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masyarakat, (4) Dengan paradigma partisipasi yang baru ini dapat diciptakan
suatu kontak baru antara Negara dan masyarakat melalui kontak sosial (social

contact) yang berdasarkan kepercayaan.

2. Pengertian Masyarakat.

Bila kita berbicara tentang masyarakat maka akan bersangkutan dengan
individu-individu dalam masyarakat itu. Masyarakat adalah kesatuan hidup
dari Makhluk- makhluk sosial yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat yang
tertentu (Ridwan Efendi; 1989:47). Pengertian lain tentang Masyarakat adalah
setiap kelompok manusia telah cukup hidup dan bekerja sama sehingga
mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan dapat berfikir tentang dirinya
sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (R. Lintan; 1989:47).
Disamping itu masyarakat juga merupakan kelompok manusia yang terbesar
yang mempunyai kekuasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama
(J.L Gillin dan J.P. Gillin, 1989:47). Syarat-syarat timbulnya masyarakat
menurut Cholil Mansur (1984 :22) adalah:

1. Harus ada pengumpulan manusia yang banyak;

2. Telah bertempat tinggal disuatu daerah tertentu dalam waktu yang
lama;

3. Adanya aturan-aturan yang mengatur untuk kepentingan bersama.

Ciri-ciri masyarakat menurut Koentjaraningrat (1980: 158-160), antara lain:

1. Warga atau anggotanya sekumpulan manusia yang saling bergaul atau
saling berinteraksi antar sesama;

2. Mempunyai ikatan khusus, yaitu pola tingkah laku yang khas
mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu yang
bersifat mantap dan kontinyu atau dapat dikatakan mempunyai adat
istiadat yang khas;

3. terdapat norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang khas yang
mengatur pola tingkah laku warganya;

4. Mempunyai rasa identitas diantara warga atau anggotanya.

Berdasarkan uraian mengenai ciri-ciri masyarakat diatas, maka defenisi
mengenai masyarakat secara khusus sebagai berikut: “Masyarakat adalah

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat

tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas bersama”.
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Berdasarkan defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat
mencakup semua hubungan dan kelompok dalam suatu wilayah dan biasanya
didalam masyarakat ini terdapat suatu norma yang mengatur kehidupan
mereka sehari-hari sehingga dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban,
keamanan dan keteraturan.

a. Masyarakat Desa.

Dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
pasal 1 huruf o menyebutkan bahwa:

”Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan
Nasional dan berada di daerah Kabupaten”.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo dalam Hartono dan A. Aziz
(1997:56) dinyatakan bahwa: "Desa adalah kesatuan hukum dimana bertempat
tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”.

Desa sebenarnya adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok
manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu adalah suatu wujud atau
kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi,
sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur
tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Masyarakat Desa adalah suatu kesatuan sosial yang bertempat tinggal dan
bekerja sama dalam suatu wilayah tertentu yang berkuasa mengadakan
pemerintahan sendiri yang didalamnya terdapat norma-norma yang mengikat
mereka.

Ciri-ciri masyarakat desa menurut Koentjaraningrat dalam sujogyo dan
Pudjiwati Sajogyo (1983:34), antara lain:

1. Bekerja keras pada waktu tertentu saja, seperti pada saat bercocok tanam;

2. Berkembang sistem tolong menolong dalam masyarakat;

3. Mempunyai jiwa gotong royong yang tinggi;

4. Selalu melakukan musyawarah mufakat dengan didasarkan pada
semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat beberapa
karakteristik yang mereka miliki, sebagaimana dikemukakan oleh Roucek dan
Warren (1963:38) sebagai berikut:
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1. Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian,
nilai-nilai dalam kebudayaan serta sikap dan tingkah laku;

2. Kehidupan di Desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit
ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama terlibat
dalam kegiatan pertanian atau mencari nafkah untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangganya.

3. Faktor geografis sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang ada;

4. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada
di kota serta jumlah anak dalam keluarga inti lebih banyak. (Dalam
Jefta Leibo, 1995:7).

Kurang lebih 80% penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan mata
pencaharian mereka pada umumnya sebagai petani, karena kurang lebih 65%
penduduk Indonesia bekerja disektor pertanian. Keadaan ini dimungkinkan
karena kesuburan tanah dan iklim yang mendukung berkembangnya tanaman

pertanian
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya memilliki tujuan-tujuan dengan menggunakan
cara-cara tertentu untuk memahami suatu fenomena yang ada. Uraian yang jelas
dan sistematis atas data yang dikumpulkan diharapkan memberikan hasil yang
maksimal sehingga dapat dikategorikan sebagaai tulisan yang mempunyai nilai
ilmiah.

Awal dari penelitian ini adalah adanya masalah di dalam masyarakat dan
dibutuhkan suatu upaya untuk memecahkan masalah yang ada, jadi maksud
penelitian sebagaimana yang dimaksudkan oleh Koentjoroningrat dan Fuad Hasan
(1981:22) adalah “Usaha dengan sengaja menangkap gajala-gejala tadi
berdasarkan disiplin metode ilmiah dengan tujuan menemukan prinsip-prinsip
baru dibelakang gejala-gejala tadi”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
penelitian merupakan, menangkap gejala yang ada dan dijadikan dasar untuk
menyelesaikan masalah. .

Adapun gejala-gejala yang terjadi di masyarakat adalah (1) Masalah
pembangunan jalan raya yang belum maksimal dan belum terealisasi. (2)Masalah
irigasi/pengairan yang digunakan oleh Himpunan Petani Pemakai Air
(HIPPA)masih belum maksimal. (3)Masalah air bersih PDAM, warga masyarakat
desa sumberejo sangat memerlukan air bersih PDAM untuk kebutuhan sehari-
hari. Disini peran Badan Perwakilan Desa sangat dibutuhkan untuk menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat dalam
proses pembangunan desa sehingga Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat
berfungsi dengan baik.

Penelitian yang akan dilakukan digolongkan dalam jenis penelitian
Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan adalah untuk memperoleh
gambaran secara sistematis, faktual atas fenomena dan permasalahan yang akan

dipecahkan.



49

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasir (1988: 63) bahwa “Metode
deskriptif adalah suatu metodelogi dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu
objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu luas pemikiran
pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat
deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diteliti”.

Dengan demikian tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk
memperoleh gambaran, deskripsi tentang Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD)
Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam melakukan
pengawasan atau kontrol Bagi Pembangunan Desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan cara pendekatan kualitatif.
Dengan metode penelitian ini akan lebih memudahkan penulis dalam melakukan
penelitian, karena dapat memberikan gambaran yang jelas dan berhubungan

dengan masalah yang akan diteliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mengungkapkan tentang penetapan masalah yang
menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Penetapan fokus penelitian
tersebut memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan fokus dapat Membatasi studi, yang berarti bahwa dengan
adanya fokus akan membatasi bidang inkuiri.

2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau
kriteria masuk keluar suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan
(Moleong, 2004:94).

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka fokus penelitian
yang telah ditetapkan adalah:

1. Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas,
wewenang dan fungsinya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam
melakukan pengawasan atau kontrol
a. Peran Badan Perwakilan Desa (BPD), didasarkan pada tugas,

wewenang dan fungsi BPD, yang meliputi:
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1. Fungsi pengayoman.

2. Fungsi legislasi.

3. Fungsi pengawasan atau kontrol.

4. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

b. Peran yang diberikan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam
menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melakukan pengawasan atau
kontrol dalam bidang, yang meliputi:

1. Pembangunan desa.
2. Kesejahteraan masyarakat.

2. Faktor kendala dan faktor pendukung yang dihadapi Badan Perwakilan
Desa (BPD) dalam perannya menyalurkan aspirasi masyarakat dalam
melakukan pengawasan atau kontrol bagi keberhasilan pembangunan
desa.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah lokasi dimana penelitian ini
dilakukan yakni di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten
Situbondo. Situs penelitian ini adalah Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa
Sumberejo, perangkat desa, para tokoh-tokoh masyarakat Desa Sumberejo
Kecamatan Banyuputih  Kabupaten Situbondo. Adapun pertimbangan yang
mendasari dalam pemilihan situs penelitian ini adalah:

1. Peneliti berdomisili di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih
Situbondo sehingga adanya kemudahan yang diberikan nara sumber
kepada penulis untuk melakukan penelitian.

2. Ketersediaan data Badan Perwakilan Desa (BPD) yang mendukung
penelitian ini.

3. Masalah waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar
sehingga peneliti diharapkan tepat waktu yang telah direncanakan.

Selain itu juga alasan yang menjadi peneliti untuk melakukan penelitian di

Desa Sumberejo adalah dikarenakan berdasarkan pengamatan selama ini terhadap
banyaknya permasalahn mengenai proses penyelenggaraan pembangunan desa.

Salah satu permasalahan adalah mengenai peran yang dijalankan Badan
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Perwakilan Desa (BPD) dalam proses pembangunan desa. Dengan alasan tersebut
sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Perwakilan Desa

(BPD) di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

D. Jenis dan Sumber Data
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder. Sedangkan sumber data adalah subjek dimana data diperoleh
(Arikunto, 1993:102). Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian
ini adalah data sebagai berikut:
1. Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber,
pihak-pihak yang menjadi objek penelitian ini antara lain data yang
didapat langsung dari lapangan vyaitu Data Dasar Profil Desa
diperbanyak oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
(BPMP) Kabupaten Situbondo, Monografi Desa, dengan wawancara
langsung diantaranya: Kepala Badan Perwakilan Desa beserta anggota
Badan Perwakilan Desa, Kepala Desa Sumberejo, Tokoh-tokoh
Masyarakat dan masyarakat itu sendiri.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media
perantara, data ini digunakan untuk melengkapi data primer yang
dimana diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi dan dari

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Pengumpulan data adalah langkah sangat penting dalam metode ilmiah,
karena data yang dihasilkan ini diinginkan untuk memecahkan masalah. Oleh
karena itu data tersebut harus valid, yaitu dengan menggunakan metode penelitian
lapangan (Field research). Adapun cara yang akan digunakan dalam

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara (interview). Wawancara adalah pengumpulan data dimana

peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan terhadap nara sumber
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untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan kajian
penelitian. Pihak-pihak yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini

adalah:

a. Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD).
b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
c. Tokoh-tokoh masyarakat

2. Pengamatan (observasi). Pengamatan dilakukan secara langsung oleh
peneliti terhadap fenomena dari obyek yang diteliti. Pengamatan juga
dilakukan terhadap obyek penelitian. Dengan demikian peneliti
melakukan pengamatan secara langsung dengan alasan untuk melihat dan
mengetahui keadaan pada lokasi penelitian guna memahami secara
mendalam situasi dan keadaan yang sesungguhnya. Dengan demikian
maka peneliti melakukan pengamatan secara langsung kelokasi penelitian
guna mengetahui keadaan atau situsi yang sesungguhnya. Pihak dan
kegiatan yang diobservasi dalam penelitian ini antara lain :
a. Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) beserta anggota BPD.
b. Kepala Desa
c. Perangkat Desa.
d. Masyarakat.

3. Dokumentasi. Dokumentasi yaitu merupakan suatu cara untuk
memperoleh data dengan melakukan pencatatan sumber-sumber data yang
ada. Data ini merupakan data sekunder dan data-data pada umumnya

sudah ada, yaitu: arsip-arsip, dokumen atau surat keputusan.

Selanjutnya dalam proses pengolahan data yang bersifat kualitatif
merupakan upaya keberlanjutan, berulang dan terus menerus; sedangkan
penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan
gambaran keberhasilan secara beruntun sebagai ringkasan kegiatan analisis yang

saling menyusul (Miles dan Huberman 1992:18-20)

F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang dipergunakan oleh

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya
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lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah
diolah (Arikunto, 1993:36). Dengan demikian instrumen yang dipakai dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Peneliti sendiri sebagai instrumen utama.
2. Pedoman wawancara atau interview guide, yaitu daftar pertanyaan untuk
memandu wawancara.
3. Catatan lapangan atau field note. Catatan kecil selama berada di lapangan.
untuk mencatat semua informasi yang diperlukan berkaitan dengan

penelitian ini.

G. Analisa Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan, maka data-
data tersebut selanjutnya perlu diolah. Pengolahan data ini seringkali disebut
dengan analisa data, yaitu proses sederhana data dalam bentuk yang lebih mudah
dibaca dan di Interprestasikan.

Menurut Patton dalam Lexy J Moleong ( 2003 : 103), bahwa analisa data
merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu
pola kategori dan satuan uraian dasar.

Analisa dalam penelitian ini, yang digunakan adalah analisa kualitatif
yaitu memberikan gambaran tentang uraian yang berdasarkan data yang sudah
ada, kemudian disimpulkan dan di interpretasikan. Dalam menganalisa data
peneliti melakukan tiga tahap analisa data yaitu:

a. Reduksi Data.

Merupakan bentuk yang mempertegas, menggolongkan, mengarahkan,

membuang yang tidak perlu dan mengatur data sedemikian rupa sehingga

kesimpulan akhir bisa ditarik dan diverifikasikan.
b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data biasanya

berupa kata-kata, tabel dan sebagainya.
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Menganalisis dan menguji kebenaran validitas data yang ada. Hasil
analisis data dapat diartikan sebagai proses pemeriksaan terhadap alur
analisis data untuk mengetahui proses munculnya kesimpulan penelitian.

c. Menarik Kesimpulan
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data
1. Gambaran Umum Kabupaten Situbondo dan Desa Sumberejo.

Kabupaten Situbondo terletak di pantai utara Jawa Timur bagian timur,
kurang lebih 7-35 dan 7-44 di sebelah selatan khatulistiwa di antara 113-30 dan
114-42 Bujur Timur. Daerah ini terletak di jalur lintasan Surabaya-Banyuwangi-
Bali. Luas wilayah Situbondo yang 1.638,50 Km itu hampir keseluruhan terletak
di pesisir dengan panjang pantai sekitar 140 Km. sebelah barat Situbondo
berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Batas sebelah utara berbatasan Selat
Madura, batas sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Batas sebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan pada ujung timur berbatasan
dengan Kabupaten Banyuwangi (BPS Situbondo, 1994).

Secara umum keadaan alam Kebupaten Situbondo terbagi atas dua bagian
besar. Pertama, daerah di bagian utara yang berupa dataran rendah dan pantai,
bagian terendah dari kawasan ini adalah dataran Panarukan, Mangaran dan
Banyuputih. Kedua, daerah di bagian selatan yang berupa daerah lereng
pegunungan, daerah tertinggi di kawasan ini terletak di Kecamatan Arjasa yang
merupakan lereng utara Gunung Raung, sesudah itu kawasan Sumbermalang yang
merupakan lereng pegunungan Argopuro dengan puncak Gunung Rengganis.

Dilihat dari struktur sosial politik tepat dilokasi penelitian ini dilakukan,
tergolong masyarakat yang mempunyai corak kultural masyarakat “santri”.
Dimana di daerah ini posisi seorang pemuka agama (Kyai) lebih dihormati dari
pada seorang yang memiliki strata sosial sebagai seorang pejabat pemerintah
(Pamong).

Struktur masyarakat seperti ini bertolak belakang dengan masyarakat
“abangan” yang sering dilihat sebagai wilayah yang berorientasi kuat pada
kehidupan priyai dan sangat patuh pada Pemerintah atau sering dikenal dengan

wilayah “Mataraman”. Secara politik, dalam artian kekuatan elektoral maka di
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daerah ini terkenal dengan kekuatan politik NU (Nahdlatul Ulama’). NU
merupakan kekuatan politik yang paling dominan sebelum tahun 1971.

Desa Sumberejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan
Banyuputih Kabupaten Situbondo. Adapun batas-batas wilayah desa Sumberejo
adalah meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Perhutani

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banyuputih Bantal

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumberanyar

a. Keadaan Geografis

Letak geografis dari suatu daerah menentukan perkembangan atau kemajuan
desa yang bersangkutan apalagi kalau ditunjang dengan sarana transportasi yang
lancar. Desa Sumberejo telah memiliki sarana perhubungan yang lancar bagi
mobilitas penduduk dari suatu tempat ketempat lainnya, dimana Desa Sumberejo
merupakan Desa yang terletak di jalur pantura ( pantai utara ) untuk transportasi.
Desa Sumberejo terbagi menjadi 6 dusun yang meliputi:

1) Sumberejo

2) Krajan

3) Karangrejo

4) Sodung

5) Lessong

6) Leduk

Luas tanah Desa Sumberejo adalah seluas 1.820.071 Ha. Dari jumlah
tersebut digunakan menjadi beberapa jenis manfaat, untuk lebih jelasnya kita lihat
tabel berikut
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Tabel 3
Penggunaan Tanah di Desa Sumberejo
Sampai Dengan Tahun 2005.

No | Jenis Penggunaan Tanah Luas

1 | Jalan 25,6 Ha

2 | Sawah dan ladang 1001 Ha

3 | Bangunan umum 2,4 Ha

4 | Empang -

5 | Pemukiman/ perumahan 526 Ha

6 | Jalur hijau -

7 | Perkuburan/ makam 7,6 Ha

8 | Lain-lain 20,4 Ha
Jumlah 1.586 Ha

Sumber: Data Monografi Desa Sumberejo, 2005.
Berdasarkan data pada tabel di atas, sawah dan ladang merupakan sebagian

besar dari tanah Desa Sumberejo, tergolong produktif karena mudahnya pengairan
dari tanah setempat. Sedangkan untuk ladang dimanfaatkan untuk ditanami
palawija sebagai tambahan pendapatan keluarga.

b. Keadaan Demografis.

Desa Sumberejo terdiri dari 6 dusun dengan luas wilayah 1.820.071 Ha
mempunyai jumlah penduduk berdasarkan tahun 2005 secara keseluruhan adalah
15. 698 orang yang terdiri dari 8490 laki-laki dan 7208 perempuan dengan jumlah
Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2561 KK. Dari data tersebut dapat disimpulkan
bahwa di Desa Sumberejo jumlah penduduk berjenis laki-laki lebih besar apabila
dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Adapun komposisi penduduk
Desa sumberejo menurut usia secara rinci dibagi menjadi usia kelompok
pendidikan dan kelompok tenaga kerja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut ini :

Tabel 4
Penduduk Desa Sumberejo Berdasarkan Usia (Kelompok Pendidikan)

No Usia Jumlah
(Tahun) (Orang)

1 00-03 770

2 04 -06 869

3 07-12 1468

4 13-15 2489

5 16-18 3144

6 19 — keatas 6952

Sumber: Data Monografi Desa Sumberejo, 2005.
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Tabel 5
Penduduk Desa Sumberejo Berdasarkan Usia (Kelompok Tenaga Kerja)

No Usia Jumlah
(Tahun) (Orang)

1 10-14 3176

2 15-19 3174

3 20 — 26 2276

4 27 -40 2979

5 41 -56 1281

6 57 — keatas 2806

Sumber: Data Monografi Desa Sumberejo, 2005.

Berdasarkan kedua tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar
penduduk Desa Sumberejo adalah penduduk dengan usia 19 tahun ke atas untuk
kelompok pendidikan dan usia 10 — 14 tahun untuk kelompok tenaga kerja. Hal
ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Sumberejo termasuk
dalam kategori usia produktif.

c. Keadaan Sosial Ek